BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 252 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang :

Mengingat

ATAS PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1),
Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (5) dan Pasal 95
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha Atas Pelayanan Rumah Potong Hewan dengan Peraturan
Bupati;

2,

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015) sebagaiamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5619);













18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif
berupa bunga dan atau denda.

20. Surat Teguran adalah surat sebagai awal tindakan penagihan kepada Wajib
Retribusi segera sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Retribusi, penentuan besarmnya Retribusi yang terhutang
sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta
pengawasan penyetorannya.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan
penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan/atau pelayanan tempat lain yang
disamakan dengan Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan
hewan yang di miliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa rumah potong hewan; dan

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan
rumah potong hewan.

(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi;
b. tata cara pemungutan retribusi;

c. administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok retribusi;

d. tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa; dan
e. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB IlI
KETENTUAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Hasil Penerimaan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah
paling lambat 1 (satu) hari kerja.











































(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga
terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Berita

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO
Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 252





